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1.1 [bookmark: _Toc212531512][bookmark: _Toc212535836][bookmark: _Toc212546867]Latar Belakang
[image: ]Kecurangan atau fraud di lingkungan organisasi merupakan isu yang selalu menjadi perhatian karena dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Berdasarkan definisi dari ACFE (2024) Fraud diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan atau pekerjaan seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan atau penerapan yang salah atas sumber daya atau aset organisasi tempat ia bekerja. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  mengklasifikasikan tiga kategori utama fraud, yaitu asset misappropriation, corruption, dan financial statement fraud. Dalam laporan Occupational Fraud 2024, ACFE menyatakan bahwa kasus financial statement fraud hanya sebesar 5% dari total kasus yang ada. Namun, jenis kecurangan dalam bentuk financial statement fraud ini menyebabkan kerugian median tertinggi, yaitu sebesar $766.000 per kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerugian median dari asset misappropriation yang sebesar $120.000 dan corruption sebesar $200.000 per kasusnya.[bookmark: _Toc212546530]Gambar 1. 1 Persentase Kecurangan Kerja dan Kerugian Median
Sumber: ACFE, 2025

Laporan keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan informasi yang andal bagi pengambilan keputusan berbagai pemangku kepentingan. Keakuratan laporan keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditur, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya (Prasetyo, 2022). Ketika laporan keuangan dimanipulasi, seperti melalui percepatan pengakuan pendapatan maka keputusan yang diambil berdasarkan informasi, koreksi saham yang tajam saat kebenaran terungkap, hingga hilangnya kredibilitas perusahaan. 
Pengalaman global memberi pelajaran jelas. Kasus Enron menunjukkan bagaimana rekayasa entitas tujuan khusus dan kelemahan pengawasan menghasilkan kehancuran perusahaan, Ketidakakuratan dalam laporan keuangan juga dapat mengarah pada kesalahpahaman terkait kesehatan keuangan perusahaan, investor tidak mengetahui risiko yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan. Lebih jauh lagi, kecurangan laporan keuangan dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritasnya (Sari, 2024). Selain itu, kasus Toshiba pada 2015 yang terbukti menggelembungkan laba operasional sebesar kurang lebih 1,2 miliar USD. Pada kasus ini, melibatkan tekanan dari jajaran puncak untuk memenuhi target laba sehingga terjadi penundaan pengakuan rugi dan pemolesan angka di berbagai unit bisnis. Pola yang berulang karena adanya tekanan, peluang karena celah pengendalian, dan rasionalisasi mensyaratkan tata kelola yang efektif.
Di Indonesia, survei ACFE (2019) menyatakan bahwa tiga organisasi atau lembaga yang paling dirugikan oleh fraud adalah pemerintah sebesar 48,5%, perusahaan negara (BUMN) 31,8%, dan perusahaan swasta 15,1%. Posisi BUMN sebagai pihak kedua yang  paling dirugikan oleh fraud menunjukkan bahwa sebagai entitas bisnis milik negara yang mengelola aset publik dalam skala yang besar, BUMN memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik fraud. Tingginya tingkat fraud di lingkungan BUMN mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. 
[image: ]
[bookmark: _Toc212546531]Gambar 1. 2 Organisasi/Lembaga yang Dirugikan oleh Fraud
Sumber: ACFE, 2019
  	Pada dasarnya, segala bentuk badan usaha memiliki aturan tata kelola yang harus dipatuhi dan regulasi yang mengikat, tidak terkecuali perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara khusus, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pedoman pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun telah berada di bawah regulasi yang ketat dan berada langsung dalam pengawasan pemerintah, tidak membuat perusahaan-perusahaan milik negara bebas dari praktik fraud. 
Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme tata kelola telah diterapkan, praktik financial statement fraud tetap terjadi, termasuk di perusahaan BUMN. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan, khususnya oleh komite audit sebagai perangkat pengawasan utama dalam tata kelola perusahaan. Komite audit berperan penting dalam menjaga integritas laporan keuangan, namun efektivitas fungsinya dapat dipengaruhi oleh siapa yang berperan pada komite audit, bagaimana independensinya terjaga, dan seberapa intens prores pengawasan berlangsung dari waktu ke waktu. 
Berbagai kasus yang terjadi di BUMN menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dapat berdampak luas. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terbongkar pada tahun 2019, yang memperlihatkan adanya rekayasa keuangan dengan adanya pengakuan laba semu, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 16,8 triliun. Kasus BUMN lainnya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018 yang terjerat polemik akibat salah saji laporan keuangan terkait pengakuan pendapatan dari kerja sama dengan Mahata Aero Teknologi. Fenomena serupa juga muncul setelahnya, yaitu kasus PT Indofarma Tbk audit investigasi BPK mencakup 2020-2023 yang terjerat dugaan fraud sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp371,84 miliar, dan kasus PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang pada 2023 dikeluarkan dari indeks IDX BUMN20 akibat permasalahan tata kelola dan salah saji laporan keuangan. Deretan kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun BUMN berada dalam pengawasan oleh pemerintah, praktik financial statement fraud masih dapat terjadi.  
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran komite audit dalam tata kelola perusahaan. Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan, efektvitas pengendalian internal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian Alzeban (2020) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pelaporan keuangan (QFR) dibandingkan dengan komponen tata kelola perusahaan lainnya. Independensi dan keahlian anggota komite audit terbukti menjadi faktor utama yang meningkatkan efektivitas pengawasan, sehingga mampu memperkuat kualitas laporan keuangan perusahaan. Dengan peran strategis tersebut, komite audit diharapkan mampu meminimalisisasi peluang terjadinya financial statement fraud. Namun, efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsinya kerap kali dipengaruhi oleh karakteristik tertentu, seperti keahlian keuangan, independensi, dan frekuensi rapat anggota komite audit.
Terkait keahlian keuangan, independensi, dan frekuensi rapat anggota komite audit telah dilakukan sebelumnya, namun temuan penelitian terdahulu memperlihatkan adanya inkonsistensi hasil. Kivaayatul Akhyaar et al. (2022),Prasetiyo & Harto (2023), Kwamboka et al. (2025), dan Ruchiatna et al. (2020) menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap kemungkinan financial statement fraud, sedangkan Trisanti (2023) menyatakan bahwa keahlian keuangan tidak berpengaruh signifikan. Terkait independensi komite audit, Trisanti (2023) menemukan pengaruh negatif signifikan, sedangkan penelitian Nurliasari & Achmad (2020) dan Sambo et al. (2024) menyatakan indepenensi komite audit tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan juga ditemukan pada frekuensi rapat komite audit, Purwiyanti & Laksito (2022) menunjukkan pengaruh signifikan, namun Marlinda & Sari (2024)  , Kwamboka et al. (2025), dan Ruchiatna et al. (2020) menemukan hasil tidak signifikan. Inkonsistensi ini menegaskan adanya research gap yang perlu diuji lebih lanjut.
Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, penelitian ini difokuskan pada periode 2022– 2024 karena pada tahun tersebut muncul indikasi maraknya fraud di BUMN yang mulai diusut secara hukum, seperti kasus PT Indofarma Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang memperlihatkan bahwa risiko financial statement fraud nyata dan terkini. 
Pada masa pasca pandemi, yaitu tahun 2022–2023 ada kenaikan yang signifikan dalam laba BUMN masing-masing sebesar Rp308.998 miliar dan Rp327.126 miliar,  di mana pada tahun sebelumnya yaitu 2021 hanya sebesar Rp124.711 miliar. Hal tersebut memicu perhatian publik terhadap kestabilan laporan keuangan, dan kemungkinan risiko terhadap kecurangan jika pengendalian internal cenderung lemah. Dengan adanya kenaikan kondisi keuangan perusahaan negara maka semakin “menarik” untuk fungsi pengawasan seperti komite audit untuk diteliti. Tekanan untuk menampilkan kinerja yang baik bisa menjadi faktor pendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan. Selain laba, aset BUMN juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2021 sebesar Rp8.978.087 miliar sedangkan tahun 2022 Rp9.788.641 miliar dan 2023 adalah Rp10.401.509 miliar. Kenaikan aset di tahun tersebut juga menyiratkan bahwa perusahaan sedang berada pada fase ekspansi atau pertumbuhan, yang dapat memperlebar ruang bagi manipulasi apabila pengendalian internal lemah. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh keahlian keuangan, independensi, dan frekuensi rapat komite audit terhadap kemungkinan financial statement fraud, khususnya pada perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022–2024.
1.2 [bookmark: _Toc212531513][bookmark: _Toc212535837][bookmark: _Toc212546868]Rumusan Masalah
Menurut penjelasan dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.
1. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan financial statement fraud?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan financial statement fraud?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan financial statement fraud?

1.3 [bookmark: _Toc212531514][bookmark: _Toc212535838][bookmark: _Toc212546869]Tujuan Penelitian
Menurut rumusan  masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Menguji pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kemungkinan financial statement fraud.
2. Menguji pengaruh independensi komite audit terhadap kemungkinan financial statement fraud.
3. Menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kemungkinan financial statement fraud.

1.4 [bookmark: _Toc212531515][bookmark: _Toc212535839][bookmark: _Toc212546870]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.
1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan BUMN dalam memperkuat efektivitas komite audit sebagai mekanisme pengawasan laporan keuangan. Selain itu, bagi regulator dalam penyusunan kebijakan tata kelola yang lebih efektif, dan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola perusahaan, khususnya terkait peran karakteristik komite audit dalam pencegahan financial statement fraud dan memberikan bukti empiris atas perbedaan hasil penelitian terdahulu.
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2.1. [bookmark: _Toc212531518][bookmark: _Toc212535842][bookmark: _Toc212546873]Teori Keagenan
Teori keagenan pada prinsipnya menggambarkan hubungan antara principal yaitu pemegang saham dan agent yaitu manajemen. Teori keagenan dikembangkan terutama oleh Jensen & Meckling (1976), mendefinisikan hubungan agen sebagai sebuah kontrak antara principal yang mempekerjakan pihak lain (agent) untuk melakukan suatu kegiatan atas nama principal, termasuk memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Pemegang saham sebagai principal memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dengan harapan dapat memaksimalkan keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan. Namun, dalam praktiknya kerap muncul masalah keagenan karena perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal, melainkan dapat mengejar kepentingan pribadinya misalnya memperoleh bonus, mempertahankan posisi, maupun menunjukkan kinerja yang seolah-olah baik. 
Kaitan teori ini dengan variabel kemungkinan financial statement fraud adalah bahwa perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan. Karena manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar (asimetri informasi), maka potensi untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan demi memenuhi ekspektasi investor atau tujuan pribadi menjadi lebih tinggi. Maka, teori keagenan memberikan dasar teoritis bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi berperan dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya financial statement fraud (Eisenhardt, 1989).
2.2. [bookmark: _Toc212531519][bookmark: _Toc212535843][bookmark: _Toc212546874]Financial Statement Fraud
Financial statement fraud didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk menyebabkan salah saji atau penghilangan informasi material dalam laporan keuangan. Bentuk kecurangan ini dapat berupa pencatatan pendapatan fiktif, merendahkan beban, atau menggelembungkan nilai aset yang dilaporkan (ACFE, 2024). Dengan kata lain,   Financial statement fraud adalah penyajian laporan keuangan yang mengandung informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan tujuan menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Sehingga, praktik ini bertujuan untuk menampilkan perusahaan seolah-olah lebih baik dibandingkan keadaan yang sesungguhnya.
Laporan keuangan merupakan sumber utama informasi bagi investor, kreditur, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi (Hastiwi et al., 2023). Sehingga, dalam konteks penelitian akuntansi dan tata kelola perusahaan, financial statement fraud menjadi isu penting dalam penelitian.  Manipulasi terhadap laporan keuangan dapat menyebabkan kesalahan arah dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi banyak pihak. Pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, permasalahan ini menjadi lebih krusial karena menyangkut akuntabilitas pengelolaan dana publik, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan terjadinya financial statement fraud memiliki relevansi yang tinggi.
Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi tingkat kemungkinan terjadinya financial statement fraud adalah karakteristik komite audit sebagai bagian dari mekanisme good corporate governance. Menurut Purwiyanti & Herry Laksito (2022) anggota komite audit yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau keuangan lebih mampu memahami laporan keuangan secara mendalam dan mengidentifikasi adanya praktik manipulasi dengan lebih efektif. Sementara itu, Trisanti (2023) menegaskan bahwa independensi komite audit merupakan faktor yang krusial dalam menjaga objektivitas pengawasan. Selain itu, Marlinda & Sari (2024) menjelaskan bahwa frekuensi rapat yang rutin memberikan ruang bagi komite audit untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan tindak lanjut terhadap temuan audit internal, sehingga dapat menekan peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan.
Dalam penelitian ini, financial statement fraud diukur dengan menggunakan Beneish M-Score. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Beneish (1999) dengan memanfaatkan sejumlah rasio keuangan untuk mendeteksi adanya indikasi manipulasi laporan keuangan. Beneish M-Score memanfaatkan delapan rasio keuangan yang dianggap mampu mencerminkan adanya pola manipulasi, yaitu Days’ Sales In Receivable Index (DSRI), Gross Margin Indeks (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), Depreciation Index (DI) , Sales, General, and Administrative Index (SGAI), Leverage Index (LVGI), dan Total Accruals to Total Assets (TATA). Nilai M-Score yang dihasilkan dari kombinasi kedepalan rasio ini akan dibandingkan dengan ambang batas tertentu. Jika nilai M-Score lebih tinggi dari ambang batas (-2,22), maka perusahaan dianggap memiliki kemungkinan melakukan financial statement fraud.
2.3. [bookmark: _Toc212531520][bookmark: _Toc212535844][bookmark: _Toc212546875]Komite Audit
Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, mayoritas berasal dari komisaris independen dan pihak eksternal independen. Minimal satu anggota wajib memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa komite audit memiliki peran penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaporan keuangan perusahaan. Sebagai bagian dari sistem Good Corporate Governance (GCG), keberadaan komite audit tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas pengendalian internal, meningkatkan kualitas audit, dan mencegah terjadinya praktik kecurangan laporan keuangan (Ardyan & Mustoffa, 2016).
Menurut Peraturan Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012, komite audit merupakan bagian integral dari struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit yang independen dan memiliki kompetensi yang memadai akan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, menurunkan risiko salah saji material, dan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2.4. [bookmark: _Toc212531521][bookmark: _Toc212535845][bookmark: _Toc212546876]Peran Komite Audit
Komite audit berperan penting dalam menciptakan  tata kelola perusahaan yang baik karena menjadi penghubung antara manajemen, auditor eksternal, auditor internal, dan dewan komisaris (Indriani & Nurkholis, 2002). Sebagai pengawas independen, komite audit menjalankan perannya untuk menjaga integritas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap peraturan. Peran ini menempatkan komite audit sebagai gatekeeper kualitas laporan keuangan, mengupayakan agar kebijakan akuntansi, estimasi signifikan, dan pengungkapan disusun wajar dan bebas salah saji material. Sehingga keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan bebas dari praktik manipulasi. 
Dalam menjalankan perannya, terdapat tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 sebagai berikut.
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perushaan Publik.
Secara keseluruhan, komite audit berperan strategis sebagai pengawas independen yang menjembatani kepentingan manajemen dan pemegang saham. Komite audit yang efektif mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, memperkuat keandalan laporan keuangan, dan menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah terjadinya financial statement fraud melalui pengawasan yang terstruktur dan sistematis.
Selain memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit memiliki wewenang tertentu untuk memastikan pelaksanaan fungsinya berjalan optimal. Wewenang tersebut antara lain:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. 
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Dengan adanya wewenang ini, komite audit dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menelaah, mengawasi, dan memberikan rekomendasi atas proses pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, maupun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas tata kelola dan laporan keuangan yang disajikan.
2.5. [bookmark: _Toc212531522][bookmark: _Toc212535846][bookmark: _Toc212546877]Keahlian Keuangan Komite Audit
Keahlian keuangan komite audit adalah kemampuan anggota komite audit yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan yang memadai untuk memahami, menelaah, dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Keahlian yang dimiliki oleh komite audit dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, mempercepat penyelesaian laporan audit, mencegah terjadinya kecurangan keuangan hingga batas tertentu, dan memungkinkan komite audit menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif (Leng, 2023). Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sekurang-kurangnya satu anggota komite audit wajib memiliki lata belakang pendidikan  dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan merupakan aspek fundamental bagi fungsi pengawasan komite audit.
Anggota komite audit yang memiliki kompetensi keuangan diyakini mampu menilai kewajaran kebijakan akuntansi, mengevaluasi risiko pelaporan keuangan, dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kecurangan dalam laporan keuangan (Kusumosari & Rahardjo, 2023). Dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip akuntansi dan pelaporan, komite audit dapat memberikan pandangan kritis dan rekomendasi strategis kepada dewan komisaris. Oleh karena itu, keahlian keuangan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance) sehingga mampu mengurangi kemungkinan financial statement fraud.
Menurut Purwiyanti & Herry Laksito (2022), anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan lebih mampu mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Prasetiyo & Harto (2023)  yang menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial statement fraud. Artinya, semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan, maka semakin rendah peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan. Pengukuran variabel keahlian keuangan komite audit dilakukan dengan rasio anggota komite audit dibagi total anggota komite audit. 
2.6. [bookmark: _Toc212531523][bookmark: _Toc212535847][bookmark: _Toc212546878]Independensi Komite Audit
Independensi komite audit adalah kondisi komite audit menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, bebas dari intervensi manajemen, maupun tidak memiliki hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015, anggota komite audit yang independen adalah pihak luar manajemen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan dengan direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat memengaruhi objektivitasnya.
Independensi merupakan prinsip utama dalam menjaga kredibilitas komite audit. Independensi komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi data keuangan, memastikan keterbukaan dalam pengungkapan pengendalian internal dan menjaga integritas proses pelaporan keuangan perusahaan (Leng, 2023). Komite audit yang independen mampu menilai laporan keuangan dan proses secara objektif dan transparan, dan memberikan pengawasan yang efektif terhadap potensi penyimpangan. Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, independensi komite audit diperlukan agar dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas sistem pengendalian internal (internal control). 
Penelitian yang dilakukan oleh Trisanti (2023) menyatakan bahwa komite audit yang independen mampu menekan potensi terjadinya financial statement fraud karena kebebasan dalam pengambilan keputusan memungkinkan pengawasan lebih objektif terhadap aktivitas pelaporan keuangan. Tanpa independensi, fungsi komite audit berisiko tidak berjalan optimal akibat adanya pengaruh dan atau tekanan dari pihak internal. Variabel independensi komite audit diukur dengan menghitung proporsi jumlah anggota komite audit independen terhadap total anggota komite audit.
2.7. [bookmark: _Toc212531524][bookmark: _Toc212535848][bookmark: _Toc212546879]Frekuensi Rapat Komite Audit
Frekuensi rapat komite audit menggambarkan tingkat intensitas pertemuan formal yang dilakukan oleh komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Frekuensi yang lebih sering dapat mempercepat penyelesaian permasalahan entitas, karena proses evaluasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga kesalahan atau indikasi kecurangan dalam laporan keuangan dapat segera terdeteksi dan ditindak lanjuti secara efektif (Purwiyanti & Herry Laksito, 2022). Berdasarkan Peraturan OJK No., 55/POJK.04/2015, komite audit wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang memadai merupakan bagian penting dari efektivitas pengawasan.
Rapat komite audit berfungsi sebagai forum koordinasi untuk membahas temuan audit internal, hasil evaluasi pelaporan keuangan, maupun tindak lanjut atas permasalahan yang teridentifikasi. Semakin sering komite audit mengadakan rapat, semakin intens pengawasan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, sehingga potensi terjadinya financial statement fraud dapat ditekan (Siregar & Surbakti, 2019). Penelitian Purwiyanti & Herry Laksito (2022) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan financial statement fraud, karena rapat yang rutin memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan laporan keuangan. Frekuensi rapat komite audit diukur dengan jumlah rapat komite audit yang diselenggarakan dalam satu tahun buku.
2.8. [bookmark: _Toc212531525][bookmark: _Toc212535849][bookmark: _Toc212546880]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc212546829]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Objek/ Alat Analisis
	Hasil Variabel Independen
	Uraian
Penelitian

	
	
	
	Keahlian Keuangan AC
	Indepen-densi AC
	Frekuensi Rapat AC
	

	1.
	Purwiyanti & Herry Laksito (2022)
	Perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2020


	-/sig
	-
	-/sig
	Penelitian ini menggunakan variabel independen: Keahlian, frekuensi rapat, ukuran, dan masa jabatan komite audit.


	2.
	Marlinda & Sari (2024)	Perusahaan BUMN periode 2018-2021


	-
	-
	+/Tsig
	Penelitian ini menggunakan variabel independen: kepemilian manajerial, dewan komisaris, komite audit yang direpresentasikan dengan frekuensi rapat, dan kepemilikan institusional.

	3.
	Prasetiyo & Harto (2023)	Perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021


	-/sig
	–
	-
	Penelitian ini menggunakan variabel independen: gender diversity dan keahlian keuangan komite audit.

	
Disambung ke halaman selanjutnya


	Tabel 2.1 Sambungan

	4.
	Kwamboka et al. (2025)	Perusahaan non-keuangan di negara East African Community periode 2012-2023
	-/sig
	-
	+/sig
	Penelitian ini menggunakan variabel independen: gender diversity, keahlian keuangan, frekuensi rapat dan ukuran komite audit.

	5.
	Ruchiatna et al. (2020)	Perusahaan non -keuangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2018
	-/sig
	-
	+/Tsig
	Penelitian ini menggunakan variabel independen: keahlian keuangan dan atau akuntansi, frekuensi rapat komite audit.

	6.
	Trisanti (2023)
	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021


	+/Tsig
	-/sig
	-
	Penelitian ini menggunakan variabel independen: independensi, keahlian keuangan, dan masa jabatan komite audit.

	7.
	(Nurliasari & Achmad, 2020)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017

	-/sig
	+/sig
	-/sig
	Penelitian ini menggunakan variabel independen: komite audit independen, keahlian keuangan, frekuensi rapat, dan masa jabatan komite audit.

	8.
	Sambo et al. (2024)	Perusahaan subsektor perbankan periode 2019-2021 yang terdaftar di BEI
	-/sig
	+/Tsig
	-/sig





	Penelitian ini menggunakan variabel independen: independensi, keahlian keuangan, dan frekuensi rapat komite audit.


Sumber: Data Diolah, 2025

Keterangan:
AC = Audit committe
Sig = signifikan
Tsig = tidak signifikan
	
2.9. [bookmark: _Toc212531526][bookmark: _Toc212535850][bookmark: _Toc212546881]Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual pada penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara karakteristik komite audit dan kemungkinan financial statement fraud. Berdasarkan agency theory, komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat meminimalkan asimetri informasi dan potensi kecurangan. Gambar hubungan antarvariabel disajikan pada gambar berikut.
Karakteristik Komite Audit Terhadap Kemungkinan Financial Statement Fraud 

Agency Theory:
Principal memberikan wewenang kepada agent  untuk mengelola perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan secara efektif.



Asumsi Teori:
Agent tidak selalu bertindak demi kepentingan principal yang dapat mendorong tindakan manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti komite audit, untuk meminimalkan financial statement fraud.






Rumusan masalah
Apakah terdapat pengaruh karakteristik komite audit terhadap kemungkinan financial statement fraud?



__________________________________________


Variabel X
Karakteristik komite audit
Variabel Y
Kemungkinan Fradulent Financial Fraud




Sub Variabel Y
Indikator:

Days’ Sales In Receivable Index (DSRI)
Gross Margin Indeks (GMI)
Asset Quality Index (AQI)
Sales Growth Index (SGI)
Depreciation Index (DI) 
Sales, General, and Administrative Index (SGAI)
Leverage Index (LVGI)
Total Accruals to Total Assets (TATA)

Sub Variabel X
X1 Keahlian keuangan 
X2 Independensi 
X3 Frekuensi rapat










[bookmark: _Toc212546538]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah, 2025

2.10. [bookmark: _Toc212531527][bookmark: _Toc212535851][bookmark: _Toc212546882]Model PenelitianTeori Agensi
Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) dalam konteks pengambilan keputusan dan pengawasan (Jensen & Meckling, 1976) 

Berdasarkan hubungan antar variabel terhadap kecurangan laporan keuangan dapat digambarkan melalui model penelitian di bawah ini.H2 (-)
H3 (-)
H1 (-)
Financial Statement Fraud
Frekuensi Rapat Komite Audit (X3)
Independensi Komite Audit (X2)
Keahlian Komite Audit (X1)

[bookmark: _Toc212546539]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2025
2.11. [bookmark: _Toc212531528][bookmark: _Toc212535852][bookmark: _Toc212546883]Pengembangan Hipotesis
2. 11. 1. [bookmark: _Toc212546884]Keahlian Keuangan Komite Audit dan Financial Statement Fraud
Keahlian keuangan komite audit adalah kemampuan anggota komite audit yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan untuk menelaah laporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan (POJK No. 55/POJK.04/2015). Dalam perspektif agency theory, pemegang saham sebagai prinsipal menyerahkan wewenang kepada manajemen (agen) untuk mengelola perusahaan. Namun, adanya perbedaan kepentingan dapat mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna menampilkan kinerja yang baik (agency conflict). Keberadaan anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dapat mengurangi masalah information asymmetry dengan cara menelaah laporan keuangan secara kritis dan mendeteksi adanya penyimpangan.
Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa keahlian keuangan anggota komite audit berperan penting dalam menurunkan risiko terjadinya financial statement fraud. Purwiyanti & Laksito (2022), Prasetiyo & Harto (2023), Kwamboka et al. (2025), serta Ruchiatna et al. (2020) menemukan bahwa keahlian keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan, semakin efektif pengawasan yang dilakukan, sehingga peluang manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan menjadi semakin kecil. Walaupun demikian, penelitian Trisanti (2023) menemukan hasil berbeda, yaitu keahlian keuangan tidak berpengaruh signifikan. Dengan mempertimbangkan landasan teori dan mayoritas hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial statement fraud.
2. 11. 2. [bookmark: _Toc212531529][bookmark: _Toc212535853][bookmark: _Toc212546885]Independensi Komite Audit dan Financial Statement Fraud
Independensi komite audit adalah kondisi ketika anggota komite audit menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, bebas dari campur tangan manajemen, serta tidak memiliki hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (POJK No. 55/POJK.04/2015). Berdasarkan agency theory, independensi merupakan faktor penting untuk memastikan komite audit dapat melaksanakan fungsi pengawasan tanpa dipengaruhi kepentingan pihak internal. Agen (manajemen) cenderung menyajikan laporan keuangan yang memperlihatkan kinerja baik untuk kepentingan pribadi, sehingga pengawasan yang independen sangat diperlukan agar laporan keuangan tetap merepresentasikan kondisi sebenarnya. Komite audit yang independen dapat lebih objektif dalam mengevaluasi laporan keuangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kredibilitas laporan perusahaan.
Temuan penelitian terdahulu memberikan hasil yang beragam. Trisanti (2023) menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan financial statement fraud. Artinya, semakin independen komite audit, semakin rendah peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Namun, penelitian Nurliasari & Achmad (2020) dan Sambo et al. (2024) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan adanya inkonsistensi empiris, namun secara konseptual independensi tetap dianggap penting dalam memperkuat fungsi pengawasan. Berdasarkan argumentasi teoritis dan temuan mayoritas penelitian, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H2: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial statement fraud.
2. 11. 3. [bookmark: _Toc212531530][bookmark: _Toc212535854][bookmark: _Toc212546886]Frekuensi Rapat Komite Audit dan Financial Statement Fraud
Frekuensi rapat komite audit adalah jumlah pertemuan formal yang dilakukan komite audit dalam satu tahun buku. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015, rapat komite audit minimal diselenggarakan satu kali setiap tiga bulan. Dalam perspektif agency theory, rapat komite audit menjadi forum penting untuk melakukan komunikasi, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan. Semakin sering rapat dilakukan, semakin besar kesempatan bagi komite audit untuk mendiskusikan isu-isu yang ada, menelaah laporan keuangan secara mendalam, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan demikian, frekuensi rapat yang tinggi diharapkan dapat menekan potensi terjadinya financial statement fraud.
Penelitian terdahulu memberikan hasil yang bervariasi. Purwiyanti & Laksito (2022) menemukan bahwa frekuensi rapat berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan financial statement fraud. Namun, Marlinda & Sari (2024), Kwamboka et al. (2025), dan Ruchiatna et al. (2020) menyatakan bahwa frekuensi rapat tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa hubungan antara frekuensi rapat komite audit dan kemungkinan financial statement fraud masih perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan teori dan sebagian hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah:
H3: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial statement fraud.




[bookmark: _Toc212531531][bookmark: _Toc212535855][bookmark: _Toc212546887]BAB III
[bookmark: _Toc212531532][bookmark: _Toc212535856][bookmark: _Toc212546888] METODE PENELITIAN

3.1. [bookmark: _Toc212531533][bookmark: _Toc212535857][bookmark: _Toc212546889]Definisi Operasional
Terdapat dua jenis variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen, Varian dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah kemungkinan financial statement fraud dan variabel independen terdiri dari keahlian keuangan komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Adapun objek pada penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.
3.1.1 [bookmark: _Toc212535858][bookmark: _Toc212546890]Kemungkinan Financial Statement Fraud
Kemungkinan financial statement fraud adalah peluang atau probabilitas entitas melakukan kecurangan atau manipulasi dalam penyajian laporan keuangan secara sengaja untuk keuntungan pihak tertentu, yang menyebabkan informasi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan pada perusahaan BUMN. 
Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode Beneish M-Score yang mengindikasikan tingkat kemungkinan entitas melakukan financial statement fraud. Model beneish m-score yang dikembangkan oleh (Beneish, 1999) adalah sebagai berikut.
M-Score= -4.84 + (0.92×DSRI) + (0.528×GMI) + (0.404×AQI) + (0.892×SGI) + (0.115×DEPI) – (0.172×SGAI) – (0.327×LVGI) + (4.679×TATA)
Adapun kriteria pengklasifikasian perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan adalah sebagai berikut.
1. Jika M-Score lebih besar dari -2,22, perusahaan tersebut akan diberikan skor 1 yang menunjukkan adanya kecurangan.
2. Jika M-Score lebih kecil dari -2,22, perusahaan tersebut akan diberikan skor 0, yang menunjukkan tidak adanya kecurangan.
Rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung M-Score dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai potensi financial statement fraud yang terjadi di perusahaan adalah sebagai berikut.
1. Days’ Sales In Receivable Index (DSRI)
DSRI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah piutang usaha dengan total penjualan yang diperoleh perusahaan pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Rasio ini mencerminkan efektivitas kebijakan penagihan dan pengakuan pendapatan perusahaan.  Rumus untuk menghitung DSRI adalah sebagai berikut.

2. Gross Margin Indeks (GMI)
GMI adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan perubahan laba kotor yang diperoleh perusahaan antara tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan profitabilitas terhadap penjualannya. Rumus perhitungan GMI dapat ditunjukkan sebagai berikut.

3. Asset Quality Index (AQI)
AQI adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara aktiva tidak lancar selain aset tetap dengan total aktiva perusahaan pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Rasio ini menilai sejauh mana perusahaan menempatkan investasi pada aset yang kurang dapat diandalkan nilainya, seperti aset tak berwujud atau piutang jangka panjang. Adapun rumus untuk menghitung AQI adalah sebagai berikut.

4. Sales Growth Index (SGI)
SGI adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan tingkat penjualan perusahaan pada tahun berjalan (t) dengan penjualan pada tahun sebelumnya (t-1). Pertumbuhan penjualan yang tinggi memang menunjukkan kinerja positif, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan bagi manajemen untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tersebut, sehingga berpotensi mendorong tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan. Rumus perhitungan SGI disajikan sebagai berikut.

5. Depreciation Index (DI)
DI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara tingkat depresiasi pada tahun sebelumnya (t-1) dengan tingkat depresiasi pada tahun berjalan (t). Pada tahun tertentu, tingkat depresiasi dihitung menggunakan rasio antara beban depresiasi terhadap nilai buku aset tetap bersih (property, plant, and equipment). Rumus perhitungan DEPI adalah sebagai berikut.

6. Sales, General, and Administrative Index (SGAI)
SGAI adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan beban penjualan, umum, dan administrasi terhadap total penjualan pada tahun berjalan (t) dengan tahun sebelumnya (t-1). Adapun rumus perhitungan SGAI adalah sebagai berikut.

7. Leverage Index (LVGI)
LVGI adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara total utang terhadap total aset pada tahun berjalan (t) relatif terhadap rasio yang sama pada tahun sebelumnya (t-1). Nilai LVGI yang lebih besar dari 1 mengindikasikan adanya peningkatan leverage, yang dapat mencerminkan adanya insentif bagi perusahaan untuk memenuhi perjanjian utang tertentu. Rumus perhitungan LVGI adalah sebagai berikut.

8. Total Accruals to Total Assets (TATA)
TATA adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat total akrual yang mencerminkan besarnya komponen laba akrual yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan berasal dari komponen nonkas. Adapun rumus perhitungan TATA adalah sebagai berikut.

3.1.2 [bookmark: _Toc212535859][bookmark: _Toc212546891]Keahlian Keuangan Komite Audit
Keahlian keuangan komite audit adalah kemampuan anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, atau pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan untuk memahami, menelaah, dan mengawasi proses pelaporan keuangan maupun pengendalian internal perusahaan secara efektif. Keberadaan anggota komite audit dengan keahlian keuangan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement pada perusahaan BUMN.
Keahlian keuangan komite audit merujuk pada seseorang yang telah menempuh pendidikan akuntansi dan keuangan atau seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala keuangan, kepala akuntansi, akuntan publik, auditor, serta pemimpin perusahaan maupun CEO, sehingga diharapkan mampu menangani kompleksitas proses keuangan dengan lebih baik, secara efektif memperkuat pengendalian internal, memberikan tingkat layanan yang lebih tinggi, serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dari kegiatan perusahaan.. Keahlian keuangan komite audit diukur  dengan persentase berdasarkan jumlah ahli keuangan dalam komite audit terhadap total anggota termasuk ketua komite audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurliasari & Achmad (2020) indikator keahlian keuangan komite audit dirumuskan sebagai berikut. 

3.1.3 [bookmark: _Toc212535860][bookmark: _Toc212546892]Independensi Komite Audit
Independensi komite audit adalah kemampuan anggota komite audit untuk melaksanakan tugas pengawasan secara objektif, bebas dari pengaruh manajemen maupun kepentingan pihak lain, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan integritas dan profesionalisme dan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya fradulent financial statement pada perusahaan BUMN.
Variabel ini diukur berdasarkan persentase anggota komite audit yang berasal dari pihak independen terhadap total anggota komite audit. Komite audit yang independen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan, karena cenderung objektif dan bebas dari kepentingan manajemen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurliasari & Achmad (2020) , indikator independensi komite audit dirumuskan sebagai berikut. 

3.1.4 [bookmark: _Toc212535861][bookmark: _Toc212546893]Frekuensi Rapat Komite Audit
Frekuensi rapat komite audit adalah tingkat intensitas pertemuan yang dilakukan oleh anggota komite audit dalam satu tahun buku untuk membahas dan mengevaluasi laporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Frekuensi rapat yang tinggi diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan sebagai meminimalkan kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement pada perusahaan BUMN.
Pengukuran frekuensi rapat dilakukan dengan menghitung jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit dalam satu tahun buku. Variabel ini mengindikasikan seberapa intensif komite audit dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap laporan keuangan dan memberikan indikasi mengenai seberapa proaktif komite audit dalam mencegah praktik kecurangan. . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurliasari & Achmad (2020) , indikator frekuensi komite audit dirumuskan sebagai berikut. 

3.2. [bookmark: _Toc212531534][bookmark: _Toc212535862][bookmark: _Toc212546894]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc212535863][bookmark: _Toc212546895]Populasi
Menurut Sugiyono (2019) populasi dalam penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai keseluruhan elemen atau unit analisis yang menjadi wilayah generalisasi penelitian. Elemen-elemen dalam populasi mencakup seluruh objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, populasi dapat dipahami sebagai keseluruhan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga dari hasilnya dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3.2.2 [bookmark: _Toc212535864][bookmark: _Toc212546896]Sampel
Dalam penelitian kuantitatif, sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dan dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang termasuk ke dalam kategori nn-probability sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel. Pemilihan teknik purposive sampling dilakukan karena terdapat kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2022–2024.
4. Mempublikasikan data yang diperlukan pada tahun pengamatan.
Tabel 3.1 Perhitungan Sampel 
	No.
	Keterangan
	Jumlah

	1.
	Perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024.
	25

	2.
	Menggunakan mata uang selain rupiah
	(4)

	3.
	Tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan pada 2022–2024
	(0)

	4.
	Tidak mempublikasikan data yang diperlukan pada tahun pengamatan
	(1)

	Data sampel perusahaan
	20

	Total sampel ( 21 perusahaan x 3 tahun) 
	60


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan penyaringan sampel pada tabel 3.1, diperoleh sebanyak 20 perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2022–2024 dan telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.
3.3. [bookmark: _Toc212535865][bookmark: _Toc212546897]Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode kuantitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menghasilkan informasi objektif dan dapat diukur, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Dalam penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui instrumen yang terstandarisasi, seperti kuesioner, survei, atau pengukuran langsung. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis dan mengevaluasi hubungan antar variabel.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel independen yang akan dianalisis meliputi keahlian keuangan komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Variabel dependen atau variabel yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kemungkinan financial statement fraud. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel keahlian keuangan komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap kemungkinan financial statement fraud pada perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2022–2024.
Penggunaan data sekunder diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan mencerminkan perusahaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari www.idx.co.id dan situs web perusahaan masing-masing perusahaan.
3.4. [bookmark: _Toc212535866][bookmark: _Toc212546898]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dokumen perusahaan, arsip, dan publikasi lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yang mencakup informasi yang sudah ada dan tersedia dalam bentuk dokumen formal dari perusahaan yang diteliti.
Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data yang sudah tercatat secara sistematis dan terstruktur, yang memungkinkan untuk melakukan analisis lebih lanjut tanpa harus melakukan observasi langsung.
3.5. [bookmark: _Toc212535867][bookmark: _Toc212546899]Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berarti data yang dikumpulkan berbentuk angka dari hasil pengamatan atau pengukuran. Analisis kuantitatif memanfaatkan perhitungan statistik dan matematika untuk membantu memecahkan masalah serta menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ghozali, 2018). Dengan demikian, analisis kuantitatif dapat dipahami sebagai proses pengolahan data berbasis angka yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menguji hipotesis melalui bantuan alat analisis statistik.
Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 26 untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Teknik analisis data dibagi menjadi tiga tahap utama:
1. Analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data dari sampel, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.
2. Uji Kualitas Data (Uji Asumsi Klasik) untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi dasar analisis regresi, meliputi:
a. Uji normalitas yang digunakan untuk menilai apakah distribusi data mengikuti pola normal.
b. Uji multikolinearitas yang digunakan untuk memeriksa adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen.
c. Uji autokorelasi yang digunakan untuk menilai hubungan residual antar pengamatan.
d. Uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk menguji konsistensi varians residual dalam model regresi.
3. Pengujian Hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi logistik dan penghitungan koefisien determinasi untuk menilai kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.
3.6. [bookmark: _Toc212531535][bookmark: _Toc212535868][bookmark: _Toc212546900]Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dengan statistik deskriptif, peneliti dapat mengetahui informasi penting seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total (sum), rentang (range), kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan meliputi mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum.
1. Mean (rata-rata) digunakan untuk mengetahui nilai tengah atau rata-rata dari data yang diamati.
2. Standar deviasi digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data terhadap rata-rata.
3. Maksimum menunjukkan nilai tertinggi yang ditemukan dalam data.
4. Minimum menunjukkan nilai terendah dalam data.
Dengan menggunakan statistik deskriptif, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih baik tentang pola distribusi dan kecenderungan data, serta mengetahui sejauh mana variasi data yang ada.
3.7. [bookmark: _Toc212535869][bookmark: _Toc212546901]Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak bias linier dan memenuhi asumsi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik mencakup uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas data. Namun, dalam penelitian ini, hanya uji multikolinearitas yang diterapkan karena regresi logistik sudah memiliki goodness of fit test yang digunakan untuk menguji kelayakan model yang dibangun.
3.7.1 [bookmark: _Toc212535870][bookmark: _Toc212546902]Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Jika terdapat korelasi yang sangat tinggi antara dua atau lebih variabel bebas, maka akan muncul masalah multikolinearitas, yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi yang signifikan antara variabel-variabel independen (Ghozali, 2018).
Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dilakukan pengukuran dengan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Berikut adalah standar pengukuran yang digunakan:
1. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10,00, maka terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas.
3.8. [bookmark: _Toc212535871][bookmark: _Toc212546903]Analisis Regresi Logistik
Variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy, yang mana analisis regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi logistik adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan probabilitas terjadinya suatu kejadian pada variabel dependen, Regresi logistik digunakan ketika variabel dependen bersifat kategori atau biner. Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik yang diperlukan dalam regresi linear (Ghozali, 2018).

Keterangan:
Fraud	: Variabel dummy
	: konstantaa
IND	: komite audit independen
FINE	: keahlian keuangan komite audit
FR	: frekuensi rapat komite audit
	: error
3.8.1 [bookmark: _Toc212535872][bookmark: _Toc212546904]Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test)
Overall model fit test digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi yang diusulkan cocok dengan data yang ada. Pengujian dilakukan dengan membandingkan block 0 (data awal) dan block 1 (model dengan variabel independen). Hipotesis yang diuji, yaitu.
a. H0 : model cocok dengan data.
b. H1: model tidak cocok dengan data.
Statistik likelihood L digunakan untuk mengukur kecocokan model dengan data. Untuk menguji hipotesis ini, maka menggunakan -2LogL. Kemudian, Hoosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test digunakan untuk menguji apakah model regresi cocok dengan data yang ada. Hasil pengujian ini adalah sebagai berikut.
a. Hipotesis nol ditolak jika nilai statistik , Hoosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih kecil dari atau sama dengan 0,05, yang menunjukkan bahwa model tidak cocok dengan data.
b. Hipotesis nol diterima jika nilai statistik lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model cocok dengan data dan dapat digunakan untuk memprediksi data dengan akurat.

3.9. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat beberapa jenis pengujian yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam model regresi logistik, yaitu Uji Omnibus (Uji Simultan), Uji Wald (Uji Parsial), dan Koefisien Determinasi (R²).
3.9.1 [bookmark: _Toc212535873][bookmark: _Toc212546905]Uji Omnibus (Uji Simultan)
Uji Omnibus atau uji simultan digunakan untuk menguji pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan model tanpa variabel independen (Block 0) dengan model setelah variabel independen dimasukkan (Block 1). Hipotesis yang diuji adalah:
H0: Model tidak fit dengan data.
H1: Model fit dengan data.
Jika p-value < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti model fit. Sebaliknya, jika p-value > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.
Nilai Likelihood (L) digunakan untuk mengukur kesesuaian model dengan data, diubah menjadi -2 LogL. Penurunan nilai -2 LogL antara model dengan intercept dan model dengan variabel independen menunjukkan bahwa model tersebut fit dengan data. Penurunan Log Likelihood menunjukkan kualitas model yang lebih baik.

3.9.2 [bookmark: _Toc212535874][bookmark: _Toc212546906]Uji Wald (Uji Parsial)
Uji Wald, yang juga dikenal sebagai uji parsial, digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen dalam model regresi logistik. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah setiap variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. secara individu. Dalam uji ini, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.
H0: koefisien regresi untuk variabel independen tidak signifikan (koefisien regresi = 0), yang berarti variabel tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan.
H1: Koefisien regresi untuk variabel independen signifikan (koefisien regresi ≠ 0), yang berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan.
Jika p-value untuk variabel independen lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan.
3.9.3 [bookmark: _Toc212535875][bookmark: _Toc212546907]Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R²) mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin baik model dalam menjelaskan variabilitas data. Nilai R² yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen kurang mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen, sementara nilai R² yang tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.
Adjusted R² digunakan untuk memperhitungkan jumlah variabel dalam model dan dapat dianggap negatif jika model tidak memadai. Dalam kasus ini, nilai Adjusted R² dianggap 0.
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[bookmark: _Toc212546179]Lampiran 1. Daftar Perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024.
	No.
	Kode Saham
	Nama Entitas

	1
	ELSA
	PT Elnusa Tbk

	2
	PGEO
	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

	3
	PGAS
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk

	4
	KAEF
	PT Kimia Farma Tbk (Persero)

	5
	INAF
	PT Indofarma Tbk (Persero)

	6
	ANTM
	PT Aneka Tambang Tbk

	7
	PTBA
	PT Bukit Asam Tbk

	8
	TINS
	PT Timah Tbk

	9
	JSMR
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk

	10
	ADHI
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk

	11
	ADCP
	PT Adhi Commuter Properti Tbk.

	12
	WSKT
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk

	13
	WSBP
	PT Waskita Beton Precast Tbk

	14
	PTPP
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

	15
	PPRO
	PT PP Properti Tbk

	16
	PPRE
	PT PP Presisi Tbk

	17
	WIKA
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

	18
	WTON
	PT Wijaya Karya Beton Tbk

	19
	WEGE
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

	20
	SMGR
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

	21
	SMCB
	PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk

	22
	GIAA
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

	23
	GMFI
	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

	24
	TLKM
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

	25
	MTEL
	PT Dayamitra Telekomunikasi Indonesia Tbk
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[bookmark: _Toc212546180]Lampiran 2. Daftar Perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang menggunakan mata uang selain rupiah pada laporan keuangan periode 2022–2024
	No.
	Kode Saham
	Nama Entitas

	1
	PGEO
	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

	2
	PGAS
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk

	3
	GIAA
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

	4
	GMFI
	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk



[bookmark: _Toc212546181]Lampiran 3. Daftar Perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang tidak melaporkan data yang diperlukan dengan lengkap pada laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode 2022–2024
	No.
	Kode Saham
	Nama Entitas

	1
	JSMR
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk



[bookmark: _Toc212546182]Lampiran 4. Daftar Sampel Perusahaan dan anak perusahaan BUMN nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024.
	No.
	Kode Saham
	Nama Entitas

	1
	ELSA
	PT Elnusa Tbk

	2
	KAEF
	PT Kimia Farma Tbk (Persero)

	3
	INAF
	PT Indofarma Tbk (Persero)

	4
	ANTM
	PT Aneka Tambang Tbk

	5
	PTBA
	PT Bukit Asam Tbk

	6
	TINS
	PT Timah Tbk

	7
	ADHI
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk

	8
	ADCP
	PT Adhi Commuter Properti Tbk.

	9
	WSKT
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk

	Disambung ke halaman berikutnya
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	10
	WSBP
	PT Waskita Beton Precast Tbk

	11
	PTPP
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

	12
	PPRO
	PT PP Properti Tbk

	13
	PPRE
	PT PP Presisi Tbk

	14
	WIKA
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

	15
	WTON
	PT Wijaya Karya Beton Tbk

	16
	WEGE
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

	17
	SMGR
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

	18
	SMCB
	PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk

	19
	TLKM
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

	20
	MTEL
	PT Dayamitra Telekomunikasi Indonesia Tbk
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